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Tentang
Penetapan Administratif Sofifi Sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara

Pemohon . Gunawan A. Tauda dan Abdul Kadir Bubu

Jenis Perkara . Pengujian Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan
Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Maluku Tenggara
Barat (UU 46/1999) terhadap Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Pokok Perkara . Pasal 9 ayat (1) UU UU 46/1999 bertentangan dengan Pasal 28C
ayat (2) UUD 1945.

Amar Putusan . Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Tanggal Putusan . Rabu, 15 Desember 2021.

Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi
sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun yang concern terhadap UU 46/1999.
Para Pemohon menganggap hak konstitusional untuk mendapatkan kepastian hukum atas
berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU 46/1999 telah terlanggar dikarenakan sejak diundangkan UU
46/1999 pada 4 Oktober 1999, hingga Kini, kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun lamanya,
Pemerintah tidak mampu menuntaskan permasalahan ibukota Provinsi Maluku Utara yang
“berkepastian hukum” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1), dan Pasal 20 ayat
(2) UU 46/1999.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan para Pemohon
adalah permohonan untuk menguiji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal
9 ayat (1) UU 46/1999 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili
permohonan a quo.

Mengenai kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu
mempertimbangkan bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XII1/2015
bertanggal 13 Oktober 2016, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya terkait dengan
pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah untuk melakukan pengujian norma yang
berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah adalah pemerintahan daerah, vyaitu
Gubernur, Bupati/Walikota bersama dengan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota.Pertimbangan
Mahkamah demikian kemudian antara lain ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 3/PUU-XVI11/2020 bertanggal 25 November 2020. Oleh karena itu, menjadi
jelas pendirian Mahkamah terkait dengan pihak yang dapat mewakili kepentingan daerah
untuk melakukan pengujian norma yang berkaitan dengan kewenangan pemerintahan
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daerah adalah kepala daerah (gubernur atau bupati/walikota) bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (provinsi atau kabupaten/kota);

Selanjutnya terkait dengan hal tersebut, oleh karena yang ditentukan dalam Pasal 9
ayat (1) UU 46/1999 adalah berkenaan dengan penetapan administratif Ibukota Provinsi
Maluku Utara yang berkaitan erat dengan kewenangan pemerintahan daerah, maka yang
dapat mewakili kepentingan daerah untuk mengajukan pengujian ketentuan dimaksud
adalah pemerintahan daerah. Berkenaan dengan hal itu, saat Persidangan Pendahuluan
pada 25 Oktober 2021, Majelis Panel Hakim telah memberikan nasihat kepada para
Pemohon untuk memperkuat kedudukan hukum Pemohon dengan melibatkan pemerintahan
daerah, karena persoalan yang dimohonkan oleh para Pemohon berkaitan langsung dengan
pemerintahan daerah [vide Berita Acara Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 25
Oktober 2021]. Namun demikian, para Pemohon dalam perbaikan permohonannya tidak
dapat mengikutsertakan pemerintahan daerah sebagai pemohon. Dalam Persidangan
Pendahuluan dengan acara perbaikan permohonan pada 8 November 2021, para Pemohon
menjelaskan kepada Majelis Panel Hakim bahwasanya Pemerintah Provinsi Maluku Utara
melalui Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara menyikapi positif upaya para Pemohon,
namun pemerintah daerah tidak ikut serta. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Tidore
Kepulauan memutuskan akan mengajukan diri sebagai Pihak Terkait [vide Berita Acara
Persidangan Perkara 54/PUU-XIX/2021 tanggal 8 November 2021].

Dengan demikian, walaupun para Pemohon telah menjelaskan adanya hak
konstitusional yang dijamin dalam UUD 1945, namun sesuai dengan asas yang berlaku
universal dalam gugatan di pengadilan, yaitu point d’interet point d’action, tanpa kepentingan
tidak ada suatu tindakan, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak memiliki kedudukan
hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo;

Dengan demikian, oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk
bertindak sebagai Pemohon maka pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan
putusan yang amarnya Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.



